WALIKOTA PALEMBANG:
PENURUNAN KASUS ANAK STUNTING TETAP JADI PRIORITAS
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Sumber gambar: https://stunting.go.id/

Isi berita:

Wali Kota Palembang Sumatera Selatan, Harnojoyo, menyebutkan penurunan kasus
stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak masuk dalam program kerja yang
diprioritaskan oleh pemerintah kota hingga tahun 2024. Harnojoyo di Palembang, Rabu 24
Agustus 2022, mengatakan berdasarkan laporan dari Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan jumlah kasus anak stunting di
Palembang tersisa pada angka 16,1 persen per Agustus 2022. Adapun dari persentase tersebut
diketahui jumlah kasus anak stunting di Palembang mengalami pengurangan jika
dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yakni 24,4 persen atau 490 kasus, dan
tahun 2020 sekitar 48,10 persen atau 1.100 kasus.

Namun ia menyebutkan, meski tercatat mengalami penurunan, angka prevalensi
stunting Palembang ditarget hingga 0 kasus, atau sesuai dengan target Sustainable
Development Goals (SDGs) nasional setidaknya capai sebesar 14 persen di 2024. “Maka dari
itu memerlukan kerja keras lagi untuk menjalankan program yang diprioritaskan pada sektor
kesehatan salah satunya penurunan kasus anak stunting untuk mencapai sesuai target pada
tahun 2024 itu,” kata dia, seusai membuka kegiatan peringatan hari Keluarga Nasional
(Harganas) XXIX di Grand Atyasa Palembang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Palembang, Altur, mengaku optimis Palembang bisa mencapai target SDGs Nasional tahun
2024 tersebut. Rasa optimis itu tumbuh mengingat, kata dia, selama COVID-19 yang penuh
keterbatasan baik anggaran ataupun praktik di lapangan saja, Palembang mampu
menurunkan kasus stunting hingga di angka sebesar 16,1 persen.
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Di mana, Pemerintah Kota Palembang telah membentuk tim pendampingan keluarga
yang tersebar di 107 kelurahan sebanyak 2.940 orang terdiri dari kader posyandu, tenaga
kesehatan dan bidan. Termasuk menjadikan para pimpinan instansi TNI, Polri dan BUMD di
kota ini sebagai duta bapak asuh anak stunting di setiap kecamatan. “Harganas 2022
diharapkan jadi penguatan komitmen bersama Pemerintah dan seluruh mitra memberikan
perhatian dengan meningkatkan asupan gizi anak dan keluarga, kesehatan sanitasi
lingkungan, pendampingan ibu hamil untuk mempercepat penurunan kasus stunting,” kata
dia, didampingi Koordinator KSPK BKKBN Sumatera Selatan Desliana.
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Catatan:

Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam upaya mewujudkan
sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan. Strategi penurunan angka stunting ditetapkan dengan PP No 72 Tahun 2021,
pada :

- Pasal 1 ayat 1, Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat
kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi
badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- Pasal 6 ayat (1), Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai
melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan
Stunting.

- Pasal 6 ayat (2), Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan Pemerintah Desa;
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e.

. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;

peningkatan  konvergensi Intervensi  Spesifik dan Intervensi  Sensitif di
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah  Daerah
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan

masyarakat; dan
penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

- Pasal 6 ayat (3), Pilar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dijabarkan dalam
kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/
lembaga/ pihak pendukung.

Percepatan penurunan stunting memerlukan dukungan yang dilaksanakan secara holistik
dan integratif antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan. Untuk
itu, pemerintah menetapkan stategi melalui regulasi sebagai pedoman dalam rangka
percepatan penurunan stunting:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan

Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi

Pencegahan Stunting Terintegrasi

Pasal 1 angka 2 kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi adalah aksi
integrasi atau konvergensi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam rangka pencegahan terjadinya
kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun (stunting), yang
dilaksanakan secara sinergi, terpaadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan
mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Pasal 2 (1) TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan
Stunting Terintegrasi terdiri atas:

a. Dana Alokasi Khusus Fisik;

b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik; dan

c. Dana Desa.

Pasal 2 ayat (2) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri atas:

a. Bidang Kesehatan

b. Bidang Air Minum; dan
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c. Bidang Sanitasi.

- Pasal 2 ayat (3) Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas:
a. Bantuan Operasional Kesehatan; dan
b. Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

- Pasal 3ayat (1) TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada daerah
kabupaten/kota prioritas dan daerah kabupaten/kota nonprioritas..

- Pasal 3 ayat (2) Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (3) huruf a diberikan kepada daerah kabupaten/kota prioritas melalui Bantuan
Operasional Kesehatan Stunting yang ditetapkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- Pasal 4 ayat (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota prioritas menggunakan Bantuan
Operasional Kesehatan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk
mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas
sektor.

- Pasal 5 ayat (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota nonprioritas yang menghadapi
permasalahan Stunting, dapat mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi
Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor KEP. 10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan
Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
Tahun 2022.

Pada Lampiran Keputusan tersebut, lokasi fokus intervensi penurunan stunting

terintegrasi yang telah ditetapkan pada tahun 2018 — 2021 pada 11 Lokasi di wilayah

Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering llir,

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin,

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,

Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Banyu

Asin. Sedangkan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting

Terintegrasi Tahun 2022 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten Empat

Lawang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota

Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/Nety Suheni] [4]



